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ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahu n 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Flores Timur telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor
10/Kpts/KPUKab-018.433980/2017;

bahwa bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016,
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
ini adalah:

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi
Pemilihan Umu m Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan



CATATAN:

Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 1 Tahu n 2008 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwa
| Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwa | Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1353); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahu n 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Komis i Pemilihan Umum Nomor 11 Tahu n 2015 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2016 Nomor 1391).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-

018.433980/2018 diatur tentang:

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (enam)
Sdr. Antonius Hubertus Gege Hadjon, ST dan Sdr. Agustinus Payong Boli, SH,
sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Flores Timur Tahun 2017 dengan perolehan suara sebanyak 32.947 (Tiga
Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) suara sah.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Maret 2017



